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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan dalam proses 

pemberian ganti kerugian dan tahapan yang terjadi dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, 

Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum. Hal ini dilihat dari pelaksanaan ganti kerugian yang telah diberikan 

sesuai dan tepat waktu dalam pencairan uang ganti kerugian yang telah 

dijadwalkan serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

Kemudian dalam proses pelaksanaan setiap tahapan pengadaan tanah 

dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Desa 

Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. 

B. Saran 

Pelaksanaan penentuan nilai ganti kerugian yang berada di Desa Tiron, 

Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur pada saat 

musyawarah dan konsultasi publik yang dilakukan oleh pemerintah yang 

mengundang tanah masyarakat yang terdampak pembangunan Jalan Tol 

Kediri – Tulungagung Seksi I penyampaian informasi kepada pihak yang 

berhak yang terkena Pengadaan Tanah dapat diberikan informasi mengenai 
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besaran harga tanah per-meter dan pembagian zona yang telah ditentukan 

terkait dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Surat izin penelitian dari Atma Jaya Yogyakarta kepada Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri 
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Lampiran 2 Surat izin penelitian dari Atma Jaya Yogyakarta kepada Tim Panitia 

Pengadaan Tanah di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri 
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Lampiran 3 Surat izin penelitian dari Atma Jaya Yogyakarta kepada Kantor Balai 

Desa Tiron 
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Lampiran 4 Foto narasumber, responden, dan objek pengadaan tanah 

  

Responden 1 Responden 2 

 

 

Narasumber Balai Desa Tiron Objek Pengadaan Tanah (Patok Pal 

Kuning) 
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Objek Pengadaan Tanah 

(Pembongkaran Rumah 

Objek Pengadaan Tanah (Rumah 

Responden) 
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